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Penyampaian orasi ilmiah kami  hari ini bermaksud untuk menguraikan mengapa lebih 
banyak kebijakan yang gagal diimplementasikan ketimbang berhasil?. Berbagai 
fenomena implementasi kebijakan menunjukkan 3 kecenderungan. Pertama, ada 
kebijakan nasional yang berasal dari kementrian yang sama ketika diimplementasikan 
menunjukkan variasi hasil yang berbeda; kedua, beberapa jenis kebijakan tertentu lebih 
mudah berhasil di masa kepemimpinan organisasi tertentu dibanding dengan masa yang 
lain dan ketiga, cukup menggelitik kami sampai hari ini, adalah  kebijakan yang telah 
dirumuskan  dengan baik, bahkan melalui proses ruang  deliberasi (musyawarah), 
kemudian justru kembali  gagal dalam implementasinya. Selanjutnya uraian itu akan 
direfleksikan dalam  factor-faktor penjelas, yaitu konfigurasi   kapital sosial- governance 
dan Inovasi. Hasilnya   menunjukkan bagaimana konfigurasi   kapital sosial-governance 
dapat membangun sebuah hubungan mutual exclusive, tidak boleh saling meniadakan. 
Peran penting Inovasi bertindak merespon tantangan-tantangan baru dengan  pengubah 
permainan,  menerobos  ketergantungan jalan yang tidak hanya terkait dengan inovasi 
yang didorong oleh sains dan teknologi, sebaliknya penting untuk melihat melampaui 
inovasi teknologi yaitu  inovasi nilai . 

 

 

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian 
Implementasi kebijakan sejak lama dipercayai oleh penganut aliran dikotomi politik 
administrasi  diasumsikan sebagai tahapan yang paling mudah untuk dilakukan, tahapan 
yang paling sulit adalah merumuskan kebijakan (Ripley dan Franklin, 1986). Realitas baik 
kondisi normal, era pandemic dan era PPKM,  ternyata menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan yang sebelumnya dianggap hanya sebagai urusan tehnis,  ternyata penuh dengan 



onak dan duri, sulit hasilnya tidak terduga bahkan terkadang memunculkan korban dan 
konflik yang berkepanjangan (Hupe et al.,2014).  Sebut saja di awal pandemic  sampai 
PPKM, masih terjadi  carut marut komunikasi public, kegagalan masyarakat menangkap 
pesan dan informasi akurat, lemahnya data. Tidak jelasnya pesan kebijakan diperparah 
dengan miskinnya koordinasi antar lini pemerintahan bahkan terjadi pertengkaran, 
pengusiran terutama di daerah serta tidak nampaknya sinergitas sebagai unsur penting 
pengelolaan krisis,  ketersediaan sumber daya dan infrastruktur (vaksin, oksigen, obat-
obatan dan alat-alat pokok kesehatan lainnya) yang bisa digerakkan untuk menangani 
situasi krisis sampai dengan hari ini, terakhir terjadinya korupsi dan manipulasi. Jika hal ini 
kita bawa ke perguruan tinggi maka kita akan menemukan juga beberapa realitas 
implementasi berupa kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dirasakan kurang  
memuaskan stakeholders, ketidaksiapan sumberdaya dan infrastruktur kampus, kendala 
proses  pembelajaran daring, kesiapan teknologi dan anggaran.  

Beberapa argumen telah mengkritik implementasi yang hanya dipahami sebagai “eksekusi” 
kebijakan yang sudah ada. Proses implementasi yang demikian itu secara garis besar hanya 
menekankan pada tujuan yang dicapai, sedangkan bagaimana mekanisme pencapaian 
tujuan tersebut yang terjadi dalam “kelompok sasaran tertentu dan terpilih” terkadang  
kurang mendapat perhatian (Torenviled dan Thomson, 2003). 

 

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian  
Realitas implementasi kebijakan sebagaimana paparan di atas, tentunya menimbulkan 
keprihatinan kita semua. Kegagalan implementasi bukan saja berkaitan dengan kerugian 
berupa finansial yang harus di tanggung pihak lain, kelompok sasaran, masyarakat luas. 
Namun kegagalan juga berarti hilangnya kesempatan (lost of opportunity). Purwanto  dan 
Sulistyastuti (2012), menggambarkan realitas keterbatasan anggaran (budget constraint), 
maka setiap pilihan kebijakan mengakibatkan pertukaran (trade off) yang mengandung 
dilemma  yang harus dipilih karena keterbatasan. Sebagai bentuk keprihatian maka perlu 
upaya dan kerja keras bersama untuk melakukan revitalisasi dalam membangun arah studi 
implementasi masa depan. Berbagai upaya untuk memahami dan mendifinisikan apa 
sebenarnya implementasi itu secara jelas termasuk  mengidentifikasi siapa sesungguhnya 
implementor dan apa peran mereka dalam implementasi menjadi penting.  

Perubahan dan perjalanan pemaknaan implementasi kebijakan telah mengalami 
perubahan sesuai dengan perkembangan studi implementasi.  

GENERASI  I, merupakan generasi yang menggunakan case study kegagalan-kegagalan 

implementasi, dengan tokohnya Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor benar  telah 

meletakkan implementasi kebijakan pada paradigma politik-administrasi, dengan kata 

kunci utama manajemen, hanya menjalankan kebijakan (to carry out), memenuhi janji dan 

target-target dalam dokumen kebijakan.   

GENERASI  II, merupakan generasi building model. Meletakkan dan membangun 2 model 
pendekatan yang bertolak belakang, yaitu  top-down dan bottom up. Keduanya 
menempatkan peran implementer,  posisi stakeholders pada kondisi hipotetical yang  
berbeda. Pendekatan top down yang kerap disebut policy centered sangat dirasakan begitu 
kuat, mengakar dan praktek-praktek penggunaan telah menyebar luas sampai dengan hari 
ini.  Pendekatan top-down dalam penerapannya telah  berusaha  memusatkan perhatian 



pada kebijakan sembari  memperoleh fakta-fakta,  apakah kebijakan ketika 
diimplementasikan mampu mencapai tujuan atau tidak (Hogwood and Gunn, 1984; 
Sabatier, 1986). Cara kerjanya yang meliputi  common and control, menyederhanakan 
masalah, cenderung instrumentalis dianggap beberapa  ahli sebagai pendekatan “pesimis”, 
dengan para pendukungnya antara lain Nakamura dan Smallwood (1980), Edward III 
(1980), Grindle (1980).  Kritik-kritik dilancarkan oleh peneliti yang kritis  yang berusaha 
mengganti  dengan  pendekatan yang berbeda (yaitu bottom up),  diantaranya: Hjern and 
Hull (1982), Hanf (1982), Barrett and Fudge (1981), Elmore (1979). Mereka menunjukkan 
terjadi 4 kelemahan mendasar dalam praktek top-down, yaitu: pertama,  menganggap 
actor utama (implementer) yang paling berpengaruh adalah para policy maker; kedua 
pendekatan ini terasa  sulit diterapkan pada saat didapati tidak ada kebijakan dan actor 
dominan; ketiga melupakan kenyataan birokrasi (petugas/pelaksana) garda depan bahkan 
kelompok sasaran dapat dan memiliki kecenderungan menyelewengkan arah kebijakan 
bagi kepentingan masing-masing; keempat,  siklus kebijakan tidak selalu bersifat clear-cut, 
sehingga menjadi ruang birokrasi garda depan dan kelompok sasaran negoisasi saat 
penyusunan kebijakan dan berlanjut sampai pelaksanaan kebijakan.   

Pendekatan bottom up beramai-ramai dianggap sebagai pendekatan solusi untuk keluar 
dari masalah. Pendekatan Bottom up dipelopori oleh Elmore (1979), Lipsky (1971), Berman 
(1978) dan Hjern, Hanf serta Porter (1978). Para pengikut menekankan pentingnya 2 aspek 
dalam implementasi, yaitu birokrat pada level bawah (street level bureaucrat) dan 
kelompok sasaran (target group). Beberapa langkah yang disarankan: pertama, 
memetakan stakeholders (actor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan pada level terbawah; kedua, mencari informasi dari para actor tentang 
pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dana pa 
kepentingan mereka terlibat dalam implementasi; ketiga, memetakan keterkaitan jaringan 
para actor pada level terbawah dan level di atasnya.  

Generasi III, mencoba menutupi lubang-lubang perangkap kelemahan model 
implementasi. Mereka sepakat melanjutkan dukungan terhadap pendekatan bottom up 
yang dirintis generasi II, disamping berusaha mengembangkan studi implementasi kearah  
prosedur ilmiah (more scientific approach). Beberapa fokus kajian: Pertama, memperjelas 
konsep implementasi; kedua,  memperbanyak kasus sehingga memberi ruang yang lebih 
baik untuk menjelaskan hubungan kausal untuk menjelaskan fenomena implementasi; 
ketiga, membangun model dan indikator untuk menguji hipotesis; keempat, melakukan 
perbaikan terhadap penggunaan konsep dan pengukuran (Googin et al., 1990; Aceituno et 
al., 2020). 

Generasi IV, merespon perkembangan  studi implementasi  ditengah dinamika yang terjadi 
pada konstelasi lingkungan sosial, ekonomi dan politik global dalam berbagai aspek. 
Beberapa teori pada generasi ini telah membawa kecerahan, variasi yang  semakin 
signifikan dalam merespon lingkungan, diantaranya: Pertama,  communication theory, 
yang dikemukakan Malcolm Goggin et al (1990), telah  memadukan  sintesis top down-
bottom up melalui perbaikan hubungan antara berbagai tingkatan pemerintahan dalam 
fenomena implementasi; kedua, Regim Theory yang dipelopori oleh Stocker (1991) melihat 
implementasi dilaksanakan oleh actor-aktor yang memiliki nilai-nilai  yang ingin 
diwujudkan dalam implementasi dengan berusaha membangun kerangka organisasi . 
Kemunculan konflik di antara actor tentunya tidak terelakkan, pilihan yang akan dilakukan 



adalah menekan konflik atau melepaskan control pihak untuk bekerjasama, dengan 
demikian regim pelaksana implementasi tetap berjalan dengan baik; ketiga, Teori 
kontingensi dengan pelopornya Lester (1994), memberikan peta jalan keberhasilan 
implementasi dipengaruhi oleh kombinasi komitmen dan kapasitas pemerintah  yang 
terwujud dalam kondisi progresif, struggler, delayer sampai regressive; keempat, 
ambiguity conflict model dengan tokohnya Matland (1995) menggambarkan implementasi 
akan memunculkan ambiguitas dan konflik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam 
implementasi, beberapa pilihan  implementasi direkomendasikan dengan memperhatikan 
keduanya,  mulai dari administrative implementation, policy implementation, 
experimental implementation, sampai kepada symbolic implementation. Kelima Trust and 
Involvement Theory yang dipelopori Scheberle (2004) merekomendasikan kepercayaan 
dan keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran yang menentukan keberhasilan 
implementasi. Pulling together adalah kondisi yang diharapkan untuk keberhasilan 
implementasi. Keenam Policy learning model dengan beberapa tokoh diantaranya Heclo 
(1974), Etheridge and Short (1983) merespon tuntutan lingkungan eksternal yang 
cenderung berubah cepat dan fokus juga pada aspek efektivitas kebijakan, yaitu 
sejauhmana pemerintah/pelaksana belajar dari pengalaman masa lalu (Moyson et al., 
2017). 

 

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian 
Dinamika perkembangan implementasi kebijakan  tentunya tidak akan pernah usai. Ada 

beberapa kondisi yang mempengaruhi hal itu diantaranya:  

Pertama, implementasi kebijakan merupakan  bagian dari ilmu administrasi public, maka 
tidak bisa dipisahkan dari perkembangan paradigm administrasi public. Administrasi public 
sebagai governance (tata kelola)  pada akhirnya  akan mempengaruhi cara pandang 
keberhasilan maupun kegagalan implementasi (Denhardt dan Denhardt,2003).  

Kedua, Kemunculan era demokrasi yang memberikan ruang keterlibatan public. 
Pembatasan peran pemerintah (utama) dengan melibatkan berbagai stakeholders dalam 
konteks implementasi terbaca dalam dua perspektif, yaitu terbukanya peluang 
keberhasilan implementasi, dimana kelompok sasaran kebijakan akan memiliki 
pemahaman yang lebih baik , yang berarti juga peluang lebih baik terhadap dukungan 
kelompok sasaran/terpilih dalam implementasi kebijakan. Disisi lain hal ini juga terbaca 
dapat menjadi ancaman makin sulitnya implementasi kebijakan, problems koordinasi, 
monitoring, motivasi/penguatan semakin menguat (Pierre  and Peters, 2000).  

Ketiga, kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi memberikan dampak dan 
semakin memperluas variable-variabel determinan implementasi. Teknologi informasi 
terbukti nyata telah mampu merubah land scape tentang bagaimana organisasi 
implementer di rancang, relasi hubungan antar actor dan organisasi, posisi kelompok 
sasaran sampai derajat keterbukaan dan lainnya. Dari sisi implementer, tentunya teknologi 
informasi memberikan peluang untuk keberhasilan implementasi . Sebut kemudahan 
dalam koordinasi, pengawasan dan pendataan. Bagi kelompok sasaran/terpilih pun 
tercipta peluang lebih besar dalam keterlibatan public. Beberapai peluang melalui sosial 
media misalnya Group-group wa, facebook, Instagram, forum pertemuan online lainnya 
memungkinkan keterlibatan penuh dan koreksi penyimpangan implementasi sejak dini 
(Korteland and Bekkers, 2008; Bekkers et al.,2011). 



Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian  
Perkembangan paradigma administrasi public menjadi governance, plus era demokrasi 
dengan semakin lebarnya  ruang keterlibatan public menjadikan Demokratic Governance 
saat ini telah menjadi  arah  sekaligus tantangan baru dalam perkembangan implementasi 
kebijakan. Seorang ahli bernama Frederickson (1997), memberikan interpretasi hal ini  
dalam konteks reposisi administrasi public dalam empat terminology, yaitu:  

Pertama, Governance, menggambarkan networking, desentralisasi. perubahan citra 
sentralisasi organisasi menuju citra organisasi yang delegatif dan terdesentralisir. Mereka 
bertemu untuk malakukan perembugan, merekonsiliasi kepentingan sehingga dapat 
dicapai tujuan secara kolektif atau bersama-sama.  

Kedua tempat berhimpunnya berbagai pluralitas pelaku - bahkan disebut sebagai hiper 
pluralitas - untuk membangun sebuah konser antar pihak-pihak yang berkaitan secara 
langsung atau tidak (stake holders). Hal penting dalam konteks ini adalah mulai hilangnya 
fungsi kontrol antar organisasi menjadi, menyebarnya berbagai pusat kekuasaan pada 
berbagai pluralitas pelaku, dan makin berdayanya pusat-pusat pengambilan keputusan 
yang makin madiri.  

Ketiga, Governance dalam konteks administrasi publik kental dengan sistem nilai-nilai 
kepublikan. Governance menyiratkan sesuatu hal yang sangat penting. Governance 
menyiratkan sesuatu keabsahan. Governance menyiratkan sesuatu yang lebih 
bermartabat, sesuatu yang positif untuk mencapai tujuan publik ketimbang terminologi 
pemerintah (government) dan birokrasi direndahkan, disepelekan mencerminkan sesuatu 
yang lamban kurang kreatif.  

Keempat, Governance berpautan dengan kecenderungan kekinian dalam literatur-literatur 
manajemen publik utamanya spesialisasi dalam rumpun kebijakan publik, dimana relasi 
multi organisasional antar aktor-aktor kunci terlibat dalam implementasi kebijakan. 
Kerjasama para aktor yang lebih berwatak politik, kebersamaan untuk memungut resiko, 
lebih kreatif dan berdaya, tidak mencerminkan watak yang kaku utamanya menyangkut : 
organisasi, hirarki, tata aturan. 

Dari keempat terminologi tersebut maka dapatlah kita tarik pokok pikiran bahwa 
demokratik governance  dalam konteks implementasi kebijakan  adalah proses 
implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang dilakukan oleh aktor : pluralitas 
organisasi, dengan sifat hubungan yang lebih luwes dalam tataran vertikal dan horisontal, 
disemangati oleh nilai-nilai kepublikan antara lain keabsahan, responsif, kreatif. Dilakukan 
dalam semangat kesetaraan dan netwoking yang kuat untuk mencapai tujuan publik yang 
akuntabel.  

 

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian  

Interpretasi demokratik governance sebagai arah dan tantangan baru dalam implementasi 
kebijakan sangatlah relevan  jika kita bedah  dengan menggunakan perspektif strukturalis 



sebagaimana argumentasi Frederickson (2000), O'Toole (2000) melalui aras teori 
kelembagaan (institutionalism) dan teori jaringan (network theory).   

Pertama, Para aras kelembagaan. Implementasi berkaitan dengan level kelembagaan 

(institutional level) dan fokus pada tataran-tataran sistem nilai (value).   Matra ini meliputi 

sistem nilai,  peraturan-peraturan formal atau informal dengan tingkat pelembagaan yang 

mantap : bagaimana hirarki ditata, sejauhmana batas-batasnya disepakati, bagaimana 

prosedurnya, apa nilai-nilai kolektif yang dianut rejim. Yang termasuk dalam konsepsi ini 

antara lain :  hukum administrasi, dan bentuk peraturan legal lainnya, teori-teori yang 

berkaitan dengan bekerjanya birokrasi dalam skala luas, teori politik ekonomi, teori kontrol 

politik terhadap birokrasi. Pada gatra ini terdapat sejumlah teori yang sangat penting : teori 

kelembagaan (institutional theory), teori perburuan rente (rent seeking), teori  kontrol dari 

birokrasi, dan dan teori tujuan dan filosofi pemerintah.  

Kedua, implementasi  pada level organisasi dan managerial. Biasanya akan berpautan 

dengan biro-biro hirarki, departemen, komisi dan agen-agen pemerintah  atau juga 

organisasi-organisasi yang menjalin hubungan kerja dengan pemerintah. peran 

implementasi adalah mengakselerasikan kepentingan-kepentingan publik (public interest) 

dalam suatu network antar institusi . Pada tataran ini agenda-agenda : kebebasan dan 

mandirian administratif, takaran-takaran unjuk kerja dalam proses pelayanan publik, 

menjadi isu yang penting. Tori-teori yang signifikan untuk menjelaskan fenomena ini antara 

lain : principal-agent theory, transaction cost analysis theory, collective action theory, 

network theory.  

Ketiga, implementasi pada level teknis. Adalah  bagaimana nilai-nilai dan kepentingan 

publik sebagaimana telah dikemukakan pada pendekatan pertama dan kedua harus 

dioperasionalisasikan dalam tindakan-tindakan riil. Teknologi, khusus teknologi informasi 

menjadi relevan pada tahap ini.  Isu-isu tentang profesionalisme, standar kompetensi 

teknis, akuntabilitas, dan kinerja (performance) sangat penting dalam konteks ini. Teori-

teori yang relevan untuk tema ini antara lain : ukuran-ukuran efesiensi, teknis manajemen 

budaya organisasi, kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas,  dan ukuran. Dengan 

demikian pada level ini governance lebih banyak berurusan dengan implementasi 

kebijakan publik pada level operasional (public policy at the street level).  

Perspektif  strukturalis dirasakan  dapat membimbing arah baru perkembangan studi 
implementasi kearah konteks lingkungan sosial ekonomi politik yang penuh dengan 
dinamika. Implementer yang semula menjadi pusat kebijakan telah berubah hanya menjadi  
“salah satu” dari sejumlah pluralitas organisasi dan institusi kebijakan yang menjalin 
networking secara kolektif. Oleh karena itu, kehadiranya tentunya harus terbangun  dari  
berbagai sistem nilai dan norma yang dibawa pada tataran supra organisasi, inter 
organisasi dan antar organisasi.  

Dalam konteks ini, maka peran implementasi kebijakan tentunya wajar dan akan menjadi  
sarat dengan ikatan-ikatan sistem nilai yang tersedia dalam deposit sistem sosialnya. 
Implementer  dalam konteks ini  tentu akan menjadi tidak netral dengan berbagai realitas 
yang berkembang di ekologinya.  Sistem nilai dapat saja berupa nilai-nilai formal yang 
dikonstruksi oleh pranata-pranata hirarkis dan rasional tapi juga dapat dipengaruhi oleh 



berbagai varian sistem nilai yang oleh Francis Fukuyama (1999) dikatakan sebagai “order 
sosial”,  demikian juga dibangun secara spontan dan arasional oleh publik.   Nilai-nilai 
spontan arasional yang merupakan salah satu elemen kapital sosial inilah yang 
menyebabkan,  sebuah institusi berkembang lebih cepat dibanding yang lain. Karenanya, 
arah dan perkembangan baru studi implementasi telah memasuki sebuah pemahaman dan 
kesadaran baru, bahwa  ciri utama interaksi proses implementasi   tidak hanya ditentukan 
oleh order yang bersifat  publik, formal, dan bercorak legal tetapi lebih dari itu juga 
ditentukan oleh peran-peran yang sifatnya dapat dinegosiasikan (negotiable), bersifat labil, 
kontur-kontur yang bersifat sangat privat, yang disebut sebagai nilai-nilai informal 
(Seligman, 1998).    

Kami ingin menegaskan kembali, bahwa studi implementasi telah memasuki lingkungan 

ekologi sosial baru yang sarat dengan sistem nilai, misalnya saja   budaya, politik, informasi, 

komunikasi. Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional memang turut 

membangun watak arah baru, tetapi  aspek yang terpenting dari perubahan adalah  idiom-

idiom dan kuadran nilai spontan  dan arasional yang menjadi modal sosial sebuah 

masyarakat, atau komunitas target sasaran/ terpilih. Peran kapital  sosial menjadi sangat 

penting dan lebih substantif. Citra keberhasilan dan kinerja implementasi kebijakan  akan 

ditentukan bagaimana  energi sosial yang dibangun secara otonom, kolaboratif dan 

genuinely dari penerima kebijakan. Dalam konteks inilah implementer perlu  melakukan 

deformasi watak dan etikanya .  

 

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian  

Bagaimana sesungguhnya  interaksi dan kedudukan konsep-konsep kapital sosial dan  
governance dalam konfigurasi perubahan studi implementasi menjadi  analisis dan 
pembahasan penting berkaitan arah dan perubahan baru studi implementasi pada hari ini.  

Kapital sosial bukanlah  makna dan dikotomi lokus yang berbeda, yaitu kapital sosial yang 
berasal dari domain deposit publik dalam arti mengecualikan elemen-elemen pemerintah 
dan kapital sosial yang berasal dari publik dalam arti yang luas.  Kapital sosial dalam konteks 
analisis ini adalah yang berasal domain publik dalam arti luas. Argumentasinya,  kapital 
sosial adalah kekayaan nilai yang domainnya di entitas publik dengan berbagai varian. 
Varian-varian kapital sosial ini dapat saja menjadi elemen pembangun nilai-nilai dari 
segregasi-segregasi entitas yang diciptakan oleh masyarakat. Negara atau pemerintah 
adalah salah satu bentuk entitas publik, yang didalamnya bisa saja menolak atau 
mengenakan kapital sosial yang ada pada entitas-entitas diluarnya (Duadji  dan  Tresiana, 
2020).   

Seorang ahli, bernama Fukuyama (1999) memberikan batasan kapital sosial adalah adalah 

: "…a set of informal values or norms shared among members of a group that permits 

cooperation among them…".  Akar teoritik adalah  kepercayaan. Hingga Fukuyama (1996) 

sampai pada suatu kesimpulan bahwa "… social capital is a capability that arises from the 

prevalence of trust in a society or in certain parts of it…". Kepercayaan (trust) adalah salah 



satu visualisasi dari adanya  kekokohan  kolektif untuk memegang norma sosial untuk 

bekerjasama. 

Melalui bukunya yang berjudul Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity, 

Francis Fukuyama (1996) melukiskan dalam berbagai contoh bagaimana sumber-sumber 

deposit kapital sosial antara lain norma-norma agama, ikatan-ikatan komunal dan 

kesukuan yang dalam kurun tertentu telah memberikan landasan istimewa untuk 

menjamin saling percaya. Hal ini realitanya bukan saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di 

perguruan tinggi. 

Penjelasan dari statemen itu, adalah masyarakat, komunitas target sasaran  yang 

mempunyai kapital sosial kepercayaan yang tinggi, maka dalam berbagai urusan bisnis, 

politik, dan birokrasi tak banyak memerlukan kehadiran norma-norma publik yang lebih 

formal. Sehingga proses negosiasi dan transaksi sosial yang dilakukan dapat dengan mudah 

dilakukan tanpa jaminan dan tan tanpa imbalan resorsis, mereka lebih mengandalkan 

norma-norma resiprositas atau pertukaran (Brown  & Livermore, 2019).  Inilah yang oleh 

dikatakan seorang ahli Margaret Levi (1999) bahwa kepercayaan (trust) itu  mempunyai 

fungsi sangat signifikan untuk mereduksi biaya-biaya ekonomi dan biaya sosial yang harus 

dibayar oleh pihak yang berinteraksi. Dengan kepercayaan maka para aktor sosial yang 

berinteraksi tidak harus mengandalkan pranata-pranata formal yang acapkali memerlukan 

proses dan prosedur yang sangat tidak efesien. 

Kami mencoba mengaitkan pemikiran-pemikiran di atas pada bidang manajemen dan 

politik, maka pada  bidang managemen, teori kapital sosial tentu akan  mengkritik tipe 

manajemen yang dikembangkan oleh salah tokohnya yaitu Taylor, yang sarat dengan 

jenjang hirarki. Perubahan organisasi menjadi struktur datar (flat) telah menyebabkan para 

pegawai lebih dekat dengan berbagai resorsis lokal sehingga terdorong secara otomatis 

untuk berprakarsa mengambil keputusan-keputusan penting secara mandiri tanpa 

tergantung dari atasannya yang mungkin jauh dari jangkauannya. Sehingga dalam praktek 

manajemen demikian  lebih efesien (Howlett, 2018). Demikian juga bidang politik, 

rendahnya kapital sosial dalam negara demokrasi  dapat berakibat buruk pada proses 

demokrasi. Demokrasi mensyaratkan kedewasaan masyarakat untuk mampu 

mengorganisir dirinya dan menata model-model interaksi politik didalamnya. Masyarakat 

demokratis tanpa kekukuhan kapital sosial akan menciptakan pertentangan-pertentangan 

dan anarkisme  (Dahl, 1998).  

Fukuyama (1999) melalui studi pengamatan di beberapa negara Amerika Latin, 

mempertegas bahwa renggangnya kepercayaan antar masyarakat melahirkan dualisme 

sikap sebagian besar politisi dan birokrat di negera-negara itu. Sikap pertama, munculnya 

integritas perilaku yang baik dengan anggota keluarga dan teman-teman terbatas sedang 

dipihak lain melahirkan perilaku-perilaku dalam ruang publik yang lebih luas. Sehingga 

fenomena ini menjadi landasan meluasnya korupsi.  

Pengamatan sejenis berikut ini menggambarkan perbandingan institusi di Amerika  dan 

Jepang. Diantara kelembagaan publik paling utama yang menentukan kemajuan 



industrialisasi di Jepang  adalah adanya gugus perencanaan industrialisasi nasional yang 

disebut MITI (Ministry of International Trade and Industry).  Lembaga ini berfungsi secara 

proaktif merencanakan jenis-jenis industri yang akan dipertandingkan dalam pasar 

internasional. Lembaga ini juga mempunyai otonomi penuh memberikan lisensi kredit dan 

pasokan modal kepada unit-unit industri yang mempunyai kompetensi teknis dan skill 

memadai. Amerika dan beberapa negara Afrika dan Amerika Latin telah mencoba 

mentranfer institusi ini kedalam negaranya, tetapi tak satupun dapat menandingin 

kehebatan peran MITI. Penelitian dan testimoi yang dilakukan secara luas menemukan, ada 

beberapa karakter kultural bangsa Jepang yang tidak dapat ditemukan dinegara lain yaitu 

: tingginya integritas para birokrat, tingginya level keterampilan dan profesionalisme, dan 

terakhir yaitu kuatnya penghormatan kepada otoritas yang lebih tua dalam masyarakat 

Jepang. Kehadiran kelompok-kelompok muda, tidak harus mengurangi  penghormatan 

terhadap hal ini.  Nilai-nilai inilah yang tidak dapat ditransfer ke tempat lain.  

 

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian  
Selanjutnya, bagaimana sebenarnya peran kapital sosial dalam arah dan perubahan baru 

implementasi kebijakan dalam kerangka kualitas keberhasilan implementasi yang masih 

didominasi pemerintah? 

Beberapa penelitian terhadap  dilakukan ahli untuk menjawab hal itu. Penelitian La. Porta 

(1997)  menetapkan sampel 30 negara di dunia, menyimpulkan masyarakat dengan derajad 

kepercayaan yang tinggi signifikan dengan membaiknya unjuk kerja pemerintah. Variabel 

yang diperbandingkan adalah keyakinan publik pada pemerintah dan efesiensi birokrasi 

yang ditunjukkan oleh pemerintah. Penelitian  Robert Putnam (1993) di Italia,  menemukan 

bahwa pemerintahan-pemerintahan regional yang mengantongi kepercayaan publik lebih 

(more trusting) dan lebih berwatak kewargaan (more civic minded) lebih mampu 

menyediakan layanan-layanan publik lebih efektif dibanding tempat lain yang sifat-sifat 

kepercayaan dan karakter kewargaanya lebih rendah 

Knack (2000), mengatakan ada tiga cara kapital sosial memperbaiki kualitas implementasi 

pemerintahan: Pertama, pemerintah  dapat memperluas jangkauan akuntabilitasnya 

karena responsif pada kepentingan rakyat lebih luas  dibanding dengan kepentingan-

kepentingan kelompok yang lebih kecil. Kedua, dapat memfasilitasi kesepakatan-

kesepakatan tatkala terjadi polarisasi kepentingan politik terjadi. Ketiga, memperbesar 

kapasitas inovasi dalam proses pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan 

tantangan-tantangan baru.  

Dari beberapa hasil penelitian dan gagasan, maka dapatlah ditarik aspek penting yang 

menentukan kualitas keberhasilan implementasi  adalah sejauhmana kiprah dan kinerja 

yang dilakukan implementer dalam merefleksikan kontur  sistem nilai yang berlangsung di 

ceruk entitasnya. Kecerdasan aktor-aktor termasuk didalamnya pemerintah, birokrat dan 

pejabat publik lainnya dalam memungut nilai-nilai ini, kemudian menginkorporasikannya 

dalam proses tata kelola implementasi  adalah merupakan investasi penting. Persoalan  

nilai (value sistem) menjadi bagian sentral, adanya kepercayaan dari publik yang besar, 



sikap integritas dan komitmen yang kuat dari para implementer akan pentingnya "civic 

minded" secara iteratif dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan.  

Kontrol yang kuat dari publik sebagai bagian perasaan ikut mengambil peran besar dalam 

kesuksesan implementasi  akan mampu mengurangi perburuan rente politik  yang 

dilakukan oleh para birokrat  (Stanica & Olaru, 2017).  Dalam hal ini, memperluas kapasitas 

Inovasi tentunya menjadi agenda penting yang tidak bisa dipisahkan untuk  konfigurasi 

perubahan studi implementasi 

 

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian  

Memperluas kapasitas Inovasi, salah satunya melalui pengambilan keputusan ketika 
berhadapan dengan tantangan-tantangan baru dalam proses implementasi menjadi bagian 
tak terpisahkan dalam membangun konfigurasi kapital sosial dan governance.  

Untuk Implementasi kebijakan sektor publik, inovasi memastikan bentuknya bukan hanya 
berbasis efisiensi, melainkan mewujudkan nilai dan manfaat publik misalnya perihal 
keadilan. Secara umum diketahui,  inovasi  dipengaruhi oleh dua logika.  

Pertama, inovasi dapat dinilai dari perspektif konsekuensi yang diakibatkan serta 
preferensi dan harapan yang mendahuluinya. March dan Olsen (1998) menyebut sebagai 
“logika konsekuensi”. Harus ada konsekuensi relevan dan mungkin memiliki nilai substantif 
dalam hal produktivitas dan hasil yang ingin dicapai, sehingga terdapat hasil inovasi yang 
dapat dirasakan oleh kelompok sasaran tertentu. Hal lainnya, misalnya, inovasi dapat 
menghasilkan penggunaan sumberdaya implementer oleh pemerintah dengan lebih 
efisien.  

Kedua, inovasi di sektor publik dapat pula merujuk pada “logika kesesuaian”. Logika ini 
mempertimbangkan kesesuaian inovasi dengan pelaksanaan peran pemerintah (March & 
Olsen, 1998). 

Untuk ketercapaian hal itu, maka  empat implikasi harus dipertimbangkan. Implikasi 
Pertama, inovasi harus sah dan berkelanjutan secara politik, misalnya mampu menarik 
dukungan, otoritas, dan biaya secara terus-menerus dari lembaga yang berwenang .   
Implikasi Kedua, inovasi publik merujuk pada berbagai nilai demokrasi yang dianggap 
penting oleh warga.  Sebuah inovasi dapat mengarah pada peningkatan akses masyarakat, 
partisipasi dan pemberdayaan, transparansi, akuntabilitas, maupun kesetaraan (Bason, 
2010). Implikasi Ketiga, hasil sebuah inovasi mungkin juga untuk mengatasi masalah yang 
dihadapi warga dan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka (Korteland & 
Bekkers, 2008). Implikasi Keempat, nilai publik dari suatu inovasi juga dapat bergantung 
kelayakannya secara hukum (Korteland dan  Bekkers, 2008). 

Jika kita menggunakan teori inovasi modern, maka inovasi implementasi  menekankan 
pelaksanaannya secara terbuka. Inovasi bukanlah sesuatu yang dapat dikaitkan dengan 
kapasitas dan kemampuan seseorang, atau proses penelitian dan pengembangan 
sistematis yang dilembagakan di laboratorium atau lembaga Litbang.  Studi tentang praktik 
inovasi menunjukkan bahwa prosesnya membutuhkan kemampuan dan kemauan aktor 



untuk bekerjasama, menghubungkan dan berbagi ide, pengetahuan maupun pengalaman 
di luar batas organisasi tradisional, serta bertukar sumberdaya penting. Ini mengacu pada 
pertukaran pengetahuan, informasi dan pengalaman yang agak bebas dan interaktif, di 
mana ide-ide dan konsepkonsep baru dibahas di dalam jaringan intra dan antar organisasi 
(Bekker et al., 2013). 

 

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian  

Untuk menjalankan inovasi yang digerakkan oleh kebutuhan masyarakat atau target 
sasaran/terpilih, penting bahwa pemanfaat hasil inovasi serta pemangku kepentingan, 
target sasaran terkait berpartisipasi dalam pengembangan, implementasi, dan adopsi 
inovasi (Lee, & Jin, 2014). Itulah sebabnya inovasi kadangkala  dipandang sebagai hasil dari 
proses penciptaan bersama secara terbuka (Bason, 2010), yang sangat sering terjadi dalam 
“jaringan inovasi kolaboratif” (Bekkers et al.,2011). Stakeholder, target sasaran/terpilih  yang 
relevan membawa pengetahuan, informasi, pengalaman dan sumberdaya mereka, 
sehingga mereka dapat membagikan untuk mewujudkan hasil inovatif yang relevan bagi 
mereka. Proses itu sebagai sirkulasi berbasis kepercayaan dan pemupukan silang ide-ide 
baru yang kreatif melintasi batas-batas organisasi, sektor dan disiplin, serta sikap positif 
terhadap pengambilan risiko dalam lingkungan sosial-politik maupun pembentukan 
kepemilikan dan tanggung jawab bersama (Bekkers et al.,2011)). Selain itu, dalam 
pelaksanaannya diperlukan budaya kerja terbuka dan aman, yangmana “trial and error”, 
refleksi dan pembelajaran dapat dilakukan tanpa ada yang dihukum karena membuat 
“kesalahan” akibat tidak menyadari adanya hasil langsung dari proses itu. 

 

Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian  

Perbincangan yang telah dituang dalam paper orasi ilmiah sederhana ini memperlihatkan 
pada kita, bahwa ada maintream dan kontinum konsepsional yang dapat dikemukakan. 
Perkembangan paradigm administrasi public sebagai induk, demokratisasi dan teknologi 
(inovasi) merupakan alasan utama mengapa arah dan studi kebijakan harus direvitalisasi. 
Kecenderungan untuk menggeser lokus implementasi pada tataran publik yang lebih luas 
adalah sebagai realitas, yang memerlukan  sebuah konser sosial yang didalamnya terdiri 
dari resorsis, networking.  Peran kapital sosial menempati posisi yang signifikan dalam 
horison perubahan studi implementasi. Kapital sosial dan governance membangun sebuah 
hubungan "mutual exclusive", tidak boleh saling meniadakan. Kapital sosial membekali 
deposit citra governance sehingga lebih bercorak genuine, sedangkan governance 
memberikan karakter bahwa kapital sosial dapat berfungsi dan bersinergi untuk mencapai 
kemaslahatan publik. Dalam proses demokratisasi, peran kapital sosial ini makin penting, 
bukan sekedar menyediakan nilai dan sistem norma bagaimana governance implementasi  
akan berdinamika, tetapi juga akan menentukan kearah mana sebuah citra masyarakat 
madani akan berderak. Nilai-nilai dan sistem sosial yang ang terhimpun dalam kapital sosial 
masyarakat, target sasaran/terpilih  selama ini perannya telah banyak digantikan oleh 
pranata-pranata modernisasi yang  ternyata  hanya memberikan integritas semu.   



Inovasi memperkuat konfigurasi kapital sosial dan governance dengan merubah permainan 
implementasi, diantaranya dengan merubah land scape tentang bagaimana organisasi 
implementer di rancang, relasi hubungan antar actor dan organisasi, posisi kelompok 
sasaran sampai derajat keterbukaan dan tentunya masih banyak yang lainnya. 
Tentunya kami berharap semoga  dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahit taufiq wal 
hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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https://www.atlantis-press.com/proceedings/icsb-19/125957455
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icsb-19/125957455


  2019 Nama Konferensi :  International Conference on 
Sustainable Biomass (ICSB 2019) 
Tempat/Tanggal : Lampung/23-24 Agustus  2019 
Judul Makalah: Identification of Child Problems & 
Tracking Policies for the Protection and Fulfillment 
of Children’s Basic Rights in South Regency as a 
Coastal Zone of Lampung Province 
Publish Prosiding : Series:Advances in Engineering 
Research 
Proceedings of the International Conference on 
Sustainable Biomass (ICSB 2019) 
Link : https://www.atlantis-
press.com/proceedings/icsb-19/125957468 

2 Seminar 
Nasional 

2020 Nama Konferensi :  Seminar Nasional FISIP ;Agenda 
Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Local 
Knowledge” 
Tempat/Tanggal : Lampung, 08 Agustus 2019 
Judul Makalah: Pemetaan Perempuan Berbasis 
Rumahan: Promosi Kerja Layak 
Publish Prosiding : - 
Link : - 

  2019 Nama Konferensi :  Seminar Nasional “Berbagai 
Perspektif Sosial Humaniora di Era New Normal” 
Tempat/Tanggal : Silawesi Tenggara/30 November 
2020 
Judul Makalah: Sosial Humaniora dan Penulisan 
Karya Ilmiah Buku Referensi 
Publish Prosiding : - 
Link : - 

 

 

NO KLASIFIKASI TAHUN PENGALAMAN 

1 Nasional 2019-2020 1. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian 
Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2019-
2020, Berjudul “Model Klaster Pengembangan 
Industri Rumahan dalam mewujudkan Gender 
Equality Perempuan di Kabupaten Lampung 
Selatan” 
Sumber Dana: Ristekdikti  
Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/ 

https://www.atlantis-press.com/proceedings/series/aer
https://www.atlantis-press.com/proceedings/series/aer
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icsb-19/125957468
https://www.atlantis-press.com/proceedings/icsb-19/125957468
https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/


2. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian 
Dasar Tahun 2019-2020, Berjudul “Membangun 
Pekon Ramah Anak Berbasis Demokrasi 
Deliberatif : (Menggagas Sound Governance Body 
dan Citizenship Education dalam 
Musrenbangdes)” 
Sumber Dana: Ristekdikti 
Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/ 

  2018 1. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian 
Strategis Nasional Institusi Tahun 2018, Berjudul 
“Model Pengembangan Pengelolaan Pariwisata 
Berbasis Komunitas (Studi di Wilayah Teluk Kiluan 
Kabupaten Tanggamus)” 
Sumber Dana: Ristekdikti 
Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/ 

  2017 1. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian 
Produk Terapan Tahun 2017, Berjudul “Model 
Pengembangan Pengelolaan Pariwisata Berbasis 
Komunitas (Studi di Wilayah Teluk Kiluan 
Kabupaten Tanggamus)” 
Sumber Dana: Ristekdikti 
Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/ 

  2016 1. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian 
Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2015-
2016, Berjudul “KEGAGALAN PEMERINTAH LOKAL 
DALAM PEMBANGUNAN ERA OTONOMI DAERAH: 
(Kebijakan Deliberatif: menggagas 
multistakeholder governance body dalam 
musrenbang desa untuk mewujudkan 
kebijakan/program pembangunan yang unggul di 
Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung)” 
Sumber Dana:  Ristekdikti 
Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/ 

2. Penerima Penelitian Nasional Skema Penelitian 
Strategis Nasional Institusi, Tahun 2015-2016, 
Berjudul “PUBLIC SERVICE DELIVERY MODEL 
(Pemetaan Organisasi Grassroots dan 
Pembentukan Governance Sounds Berbasis 
Lembaga Adat Untuk Menciptakan Ruang dan 
Peningkatan Partisipasi Publik Di Provinsi 
Lampung) “ 
Sumber Dana: Ristekdikti 
Link : https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/ 

   3. Menulis Bookchapter Kolaborasi dengan Peneliti 
Gender dan Anak Perguruan Tinggi di Indonesia , 
Berjudul “Matra SDGs dalam Penghapusan 
kekerasan, Trafficking dan Pemberdayaan 
Ekonomi” 
Link : - 

https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/
https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/
https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/
https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/
https://simlitabmas.ristekbrin.go.id/


2 Daerah 2021 1. Survei dan Pengukuran Indeks Kepuasan 
Pelayanan Bekerjasama Dengan Dinas   
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu  
Kabupaten Pringsewu 
Sumber Dana: Kabupaten Pringsewu 

3 Nasional& 
Daerah 

2016-2019 1. Survei dan  Penyusunan Profil Gender Tahun 
2019, Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi 
Lampung 

2. Survei dan  Penyusunan Profil Gender  dan Anak 
Tahun 2019, Bekerjasama dengan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Lampung Timur 

3. Survei  dan Penyusunan Profil Gender dan Anak 
Propinsi Lampung Tahun 2018, Bekerjasama 
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Propinsi Lampung. 

4. Pemetaan Industri Rumahan Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2017-2018, Bekerjasama  dengan 
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (KPPA RI)  dan Kabupaten 
Lampung Timur 

5. Survei dan Penyusunan Profil Gender dan Anak 
Propinsi Lampung Tahun 2017, Bekerjasama 
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Propinsi Lampung.  

6. Pemetaan Industri Rumahan Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun 2016 Bekerjasama  dengan 
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak RI dan Kabupaten Lampung 
Selatan  

 

 

Karya pengabdian 
masyarakat yang 
berdampak penting 
dalam memecahkan 
masalah di masyarakat 
 

1. MODEL PENGEMBANGAN KEMITRAAN: PKM Online 
Kerjasama Antar Lembaga (Magister Terapan 
Administrasi Pembangunan Negara STIMIK LAN 
Bandung-Administrasi Negara-Magister Ilmu 
Administrasi ) 

2. MODEL PEMBERDAYAAN : Membentuk  Pekon Ramah 
Anak dan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Lampung 
Timur dan Kabupaten Lampung Selatan 

Keterlibatan dalam 
perumusan kebijakan 
publik yang sudah 
diimplementasikan 

1. Penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Unit 
Pelaksana Tehnis Daerah Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kabupaten 
Lampung Tengah 



 2. Penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Unit 
Pelaksana Tehnis Daerah Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kota Bandar 
Lampung 

Pengalaman lain dalam 
pengabdian kepada 
masyarakat 
 

1. Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi  dan sosial 
Masyarakat  di  3 Desa yaitu Desa Canti dan Way Muli 
Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, dan 
Desa Labuhan Ratu 7 Kebupaten Lampung Timur 

2. Tahun 2020-2021: Tim Kurikulum Fisip Unila 

3. Tahun 2019-Sekarang : Anggota Asosiasi Ilmu 

Administrasi Negara/Publik (Indonesian Association of 

Public Administration/IAPA)  

4. Membentuk Community Watch Tindak Pidana 

Pencegahan dan Perdagangan Orang (TPPO) :  

Deklarasi dan Sosialisasi pembentukan Komunitas 

Peduli (Community Watch) TPPO 5 Desa di Kabupaten 

Lampung Selatan, Kementrian PPPPA RI- Unila, Unila, 

28-29 Desember 2018 

5. Tahun 2016-Sekarang : Anggota Asosiasi Pusat Studi 

Gender/Anak Indonesia (ASWGI)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


